BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan
Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN ...




MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB [ KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i

11.
12.
13.
14.

15.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten
dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan
perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh,
dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan KLA adalah upaya pengintegrasian kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah guna mewujudkan
perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh
Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa
aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh
kembangnya.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perlindungan Anak.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang
mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk
mewujudkan KLA.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin
oleh camat.

Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah kabupaten yang
dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya
lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan
perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah
lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan,
kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait
pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kecamatan.

16. Desa...




16.

17.

18.

19,

20.

21.
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23.

Desa adalah Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Ramah Anak adalah wilayah pemerintahan Desa yang aman, bersih
dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin,
memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan,
diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi
Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan,
dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak
di Desa.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.

Kelurahan Ramah Anak adalah adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang
aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu
menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari
kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung
partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran,
pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan
perlindungan Anak di Kelurahan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang
selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang
dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan
dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya.

Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah Daerah dimana
anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai
organisasi atau kelompok kegiatan Anak.

Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah
dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk
mewujudkan KLA.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yvang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

24.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD

25.

adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan
strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa
depan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

26. Asosiasi...



26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat
APSAI adalah lembaga independen yvang dapat menentukan Kkriteria
kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan
mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.

Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi
anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak
menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan
memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3
adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan
masalah psikososial keluarga.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah
wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan
kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang
dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi
dan konseling, pembinaan serta rujukan.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat
PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara
simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar
Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD
Sejenis.

Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS merupakan
bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan
sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan
penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana
angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS adalah bagian dari
kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian
prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.
Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk
keselamatan, keamanan, Kketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta
kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI
yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa
menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.

39. Pusat...
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40.

41

42,

43.
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46.

47.

48.

49.

50.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan

pendidikan formal, nonformal, dan informal yvang aman, bersih dan sehat,
peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi,
menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan,
diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak
terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan
mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di
pendidikan.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal
yang melandasi jenjang pendidikan menengah, vang diselenggarakan pada
Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI)
atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan
pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah
pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang

selanjutnya disebut Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk
pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan
pengawasan dokter.

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus
yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS
adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri
yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang
digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.

Narkoba adalah Narkotika, obat-obatan dan bahan adiktif lainnya
merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan.

Kebijakan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disebut
KATAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor
pembangunan di wilayah kabupaten berorientasi pada upaya
mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman Narkoba.

Perilaku Menyimpang Sosial Anak adalah perilaku anak yang tidak sesuai
dengan nilai kesusilaan atau kepatutan, bertentangan dengan norma dan
hukum yang ada di dalam masyarakat.

51. Penyandang...




o1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak.

52. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 2
Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:
tata pemerintahan yang baik;
nondiskriminasi;
kepentingan terbaik bagi Anak:
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
penghargaan terhadap pandangan Anak.

oo op

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah:

b. menjamin upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;

¢. mewujudkan ditetapkannya Daerah sebagai KLA yang merupakan bagian
dari kontribusi Daerah dalam mendukung Indonesia layak Anak; dan

d. meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, kecamatan,
Desa/Kelurahan, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam
mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
penguatan kelembagaan;
keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa;
klaster hak sipil dan kebebasan:
klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan:
klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
klaster perlindungan khusus.

. ox P igp

BAB 11
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 5...




Pasal 5
(1) Bupati berwenang membentuk Gugus Tugas KLA.
(2) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Selain Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga
dibentuk:
a. gugus tugas Kecamatan Ramah Anak: dan
b. gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.

(2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja
subkoordinat dengan Gugus Tugas KLA.

(3) Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(4) Gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
atau Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 7
(1) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:
a. perangkat daerah;
b. unsur masyarakat;
c. media massa;
d. dunia usaha;
e. orang tua/wali/keluarga; dan
f. forum anak.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dalam pemenuhan hak Anak dan /atau
Perlindungan Khusus Anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 8
Keanggotaan gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
perangkat kecamatan;
unsur lembaga kemasyarakatan:
dunia usaha;
orang tua/wali/keluarga;
forum anak di tingkat kecamatan; dan/atau
tokoh adat dan/atau tokoh agama.

ENNNE

Pasal 9
Ketentuan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
berlaku secara mutatis mutandis terhadap keanggotaan gugus tugas
Desa/Kelurahan Ramah Anak.

Paragraf 3...




Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
o ayat (1) meliputi:

a.
b.

ketua, dijabat oleh sekretaris daerah;

wakil ketua, dijabat oleh kepala perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan daerah;

sekretaris, dijabat oleh kepala dinas: dan

subgugus tugas terdiri dari:

1. subgugus tugas kelembagaan:

2. subgugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan:

3. subgugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif;

4. subgugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. subgugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya; dan

6. subgugus tugas klaster perlindungan khusus.

(2) Pengisian keanggotaan subgugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d terdiri dari unsur Perangkat Daerah.

(3) Pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan kesesuaian urusan pemerintahan yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung dengan upaya pemenuhan hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 11

(1) Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

a.
b.

ketua oleh sekretaris Kecamatan;

wakil oleh kepala sub bagian yang membidangi urusan perencanaan

pembangunan;

sekretaris oleh kepala seksi yang membidangi urusan pemberdayaan

masyarakat dan Desa; dan

Subgugus tugas terdiri dari:

1. subgugus tugas kelembagaan;

2. subgugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;

3. subgugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif;

4. subgugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan:

5. subgugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya; dan

6. subgugus tugas klaster perlindungan khusus.

(2) Pengisian keanggotaan subgugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d berasal dari keanggotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang
disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 12...




Pasal 12
Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis untuk gugus tugas
Desa/Kelurahan Ramah Anak.

Paragraf 4
Tugas
Pasal 13
(1) Gugus Tugas KLA bertugas:

a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam
Penyelenggaraan KLA;
¢. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam
rangka Penyelenggaraan KLA;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
€. membuat laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit 1 (satu)
kali dalam setahun dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri, dan menteri.
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Pasal 14
Tugas gugus tugas Kecamatan Ramah Anak dan gugus tugas Desa/Kelurahan
Ramah Anak adalah mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Paragraf 5
Penguatan Kapasitas

Pasal 15

(1) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas
KLA.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguatan sumber daya manusia, terdiri dari:
1. bimbingan teknis;
2. pelatihan; dan
3. sosialisasi;
b. penguatan organisasi, terdiri dari:
1. sarana prasarana;
2. sistem insentif; dan
3. tata kerja.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang penguatan sumber daya manusia
dan/atau organisasi.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 16...




Pasal 16
(1) Dinas secara terkoordinasi dengan unit kerja sekretariat Daerah yang
membidangi organisasi bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya UPTD
PPA.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, Kklasifikasi, susunan
organisasi, tata kerja, dan standar layanan UPTD PPA dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 17
(1) RAD KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2023-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Perubahan terhadap RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18
(1) RAD KLA dapat dilakukan kaji ulang.
(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
dilaksanakan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA.
(3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan
pertimbangan perubahan RAD KLA.

Pasal 19
Gugus Tugas KLA secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam pengintegrasian RAD KLA ke
dalam:
a. dokumen RPJMD atau perubahan RPJMD; dan
b. Renstra PD.

Pasal 20

(1) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab menyusun RAD KLA.

(2) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi
dengan pihak terkait yang melaksanakan pemenuhan hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak di Daerah.

(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

kementerian yang berada di daerah:

lembaga /instansi di daerah:

perangkat daerah;

masyarakat;

media massa; dan/atau

dunia usaha.
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(4) RAD...




(4) RAD KLA yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. mengacu pada kebijakan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. memuat data dasar yang memuat situasi dan kondisi Anak di Daerah;
c. terintegrasi dengan Renja PD; dan
d. melibatkan partisipasi Anak.
(5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan data:
a. terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan;
b. penjabaran dari indikator KLA; dan
c. yang bersumber dari pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
tahapan:
a. persiapan;
b. penyusunan;
¢. uji sahih; dan
d. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 21
(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a
meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RAD KLA oleh Gugus Tugas KLA;
b. penyusunan kerangka acuan kerja;
c. penentuan metode; dan
d. pemaparan kerangka acuan kerja dan metode.
(2) Kerangka acuan kerja dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ merupakan panduan dalam penyusunan RAD KLA.

Paragraf 3

Penyusunan

Pasal 22
Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b
meliputi:
a. inventarisasi permasalahan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak;
- pengumpulan bahan dan data;
pengolahan bahan dan data;
analisis bahan dan data; dan
penyusunan draf RAD KLA.
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Paragraf 4
Uji Sahih

Pasal 23
(1) Uji sahih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf ¢ dilakukan
melalui pemaparan draf RAD KLA, paling rendah kepada:

a. kementerian...




kementerian/lembaga/instansi di daerah;

perangkat daerah;

masyarakat;

media massa;

dunia usaha; dan
f. forum anak.

(2) Dalam hal terdapat perubahan Draf RAD KLA, Gugus Tugas bertanggung
jawab memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal uji sahih draf RAD KLA.
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Paragraf 5
Penetapan

Pasal 24
(1) Draf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diserahkan kepada Dinas.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan
Rancangan Peraturan Bupati tentang RAD KLA.
(3) Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang RAD KLA sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Asistensi dan Supervisi dalam Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak
dan Pemenuhan Hak Anak yang Diserahkan ke Daerah

Pasal 25
(1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melakukan asistensi

dan supervisi penyelenggaraan urusan perlindungan Anak dan pemenuhan

hak Anak vang diserahkan ke Daerah meliputi:

a. penelitian;

b. penilaian;

c. perbaikan;

d. bimbingan; dan

e. kerja sama,

(2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;

b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;

c. penyediaan layanan bagi keluarga;

d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak;

e. pelembagaan pemenuhan hak Anak pada instansi pemerintahan dan
dunia usaha;

f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup Anak;

g. pencegahan kekerasan terhadap Anak;

h. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
dan

i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang
memerlukan Perlindungan Khusus.

Bagla.!. 1-..1




Bagian Kelima
Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, secara
terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi
daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di
bidang perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak, meliputi:

a. RPJMD;

b. RKPD;

c. Renstra PD; dan

d. Renja PD.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap
tahapan perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan
terbaik bagi Anak.

Tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Profil Kabupaten Layak Anak

Pasal 27
Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab
memfasilitasi penyusunan profil KLA.
Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi muatan
berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang dijabarkan
berdasarkan Indikator KLA.
Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
a. menentukan fokus program;
b. menyusun kegiatan prioritas:
c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait;
dan/atau
d. menentukan lokasi percontohan.
Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
a. pendahuluan;
b. struktur penduduk usia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun
secara terpilah;
hak sipil Anak;
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif:
kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
pendidikan Anak; dan
perlindungan khusus.
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Pasal 28

Tahapan penyusunan Profil KLA meliputi:

a.

b
o,
d

inventarisasi data dan bahan;

. pengolahan data dan bahan;

analisis;

. penyusunan;

€. uji sahih...




e.
L.

E

uji sahih;
penyempurnaan; dan
penyebarluasan.

BAB 111
KETERLIBATAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA,
DAN MEDIA MASSA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Jaringan Media Peduli Anak

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 29
Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab
memfasilitasi pembentukan dan peningkatan peran jaringan media peduli
Anak atau dengan sebutan lainnya.
Tahapan fasilitasi pembentukan jaringan media peduli Anak meliputi:
a. inventarisasi dan identifikasi media di Daerah;
b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;
¢. membangun kesepakatan bersama: dan
d. penyusunan rencana kerja bersama.
Jenis fasilitasi peningkatan peran jaringan media peduli Anak meliputi:
edukasi;
pendampingan;
advokasi; dan
supervisi.
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Bagian Kedua
Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Pasal 30
Fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak Anak dilakukan
kepada:
a. organisasi keagamaan;
b. akademisi dan lembaga riset;
c. forum lembaga profesi: dan
d. lembaga media massa.

(2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berlaku secara

(1)

mutatis dan mutandis untuk fasilitasi penguatan pelembagaan
pengarusutamaan hak Anak.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pembentukan Asosiasi
Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Daerah

Pasal 31
Perangkat Derah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan APSAI di
Daerah.

(2) Fasilitasi...




(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

a. inventarisasi pelaku usaha di Daerah;

b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;

c. membangun kesepakatan bersama; dan

d. mendorong terbentuknya APSAI di Daerah oleh pelaku usaha.

BAB IV
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Bagian Kesatu
Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak

Paragraf 1
Pelayanan Akta Kelahiran

Pasal 32

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kependudukan dan catatan sipil bertanggung jawab memfasilitasi
penerbitan akta kelahiran.

(2) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara terintegrasi dengan:

a. pemerintah desa/kelurahan;

b. pemerintah kecamatan;

c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan;

d. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; dan

e. fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. dalam hal orang tua/wali belum memiliki kartu keluarga, perangkat
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pembuatan
kartu keluarga;

b. dalam hal orang tua/wali berasal dari luar daerah dan tidak memiliki
dokumen kependudukan di daerah, perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi pengurusan mutasi
penduduk; dan

¢. membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi Anak yvang lahir
di luar perkawinan yang sah.

Pasal 33

Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dalam pelayanan akta kelahiran dengan
cara.

a.
b.

C.

pengumpulan data anak yang belum memiliki akta kelahiran:

fasilitasi pembuatan surat keterangan kelahiran;

melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil; dan

. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 34...




Pasal 34

Pemerintah Kecamatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran dengan cara:

a. pengumpulan data anak yang belum memiliki akta kelahiran pada tiap
desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;

b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil dalam rangka
pendekatan dan peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
dan

c. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan berperan dalam pelayanan akta kelahiran dengan cara:

a. melakukan pendataan bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik yang
tidak memiliki akta kelahiran;

b. menyampaikan data calon peserta didik dan/atau peserta didik yvang tidak
memiliki akta kelahiran ke perangkat daerah yang membidangi urusan
kependudukan dan pencatatan sipil; dan

c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelayanan akta
kelahiran bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Pasal 36

(1) Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis
mutandis pada peran satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
dalam pelayanan akta kelahiran.

(2) Tiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan
pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab menyampaikan pelaporan kepada perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 37
Fasilitas Pelayanan Kesehatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran dengan
cara:
a. menerbitkan surat keterangan kelahiran; dan
b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.

Paragraf 2
Pelayanan Kartu Identitas Anak

Pasal 38
Kecuali ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 huruf
b, ketentuan mengenai pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis untuk
pelayanan kartu identitas anak.

Bagian Kedua
Informasi Layak Anak

Paragraf 1...




Paragraf 1

Umum

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan ILA.
(2) ILA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang:

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

a. bebas pelanggaran hak Anak dan tidak mengandung unsur kekerasan,
ancaman, pornografi dan perjudian yang mudah ditiru Anak;

b. tidak mengandung unsur antisosial, provokatif dan mistik yang dapat
mempengaruhi tumbuh kembang Anak;

c. dapat meningkatkan kemampuan Anak untuk membedakan mana yang
baik dan mana yang tidak baik;

d. dapat mengembangkan kreativitas dan potensi sesuai dengan tingkat
usia dan kematangan Anak:

€. mengandung nilai budaya, budi pekerti dan kearifan lokal,

f. mudah diakses dan dipahami oleh Anak sesuai dengan tingkat usia dan
kematangan;

g akurat berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

h. disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sopan, santun dan
beretika.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengembangan pusat informasi sahabat Anak;

b. penyediaan unit layanan perpustakaan keliling; dan

c. penyediaan pojok baca.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara

terkoordinasi antara Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang:

a. komunikasi dan informatika;

b. pendidikan;

¢. perpustakaan; dan/atau

d. kearsipan.

Paragraf 2
Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak

Pasal 40
Pengembangan pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melibatkan:
a. dunia usaha;
b. media massa;
¢. masyarakat; dan
d. forum anak.
Pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
secara terintegrasi pada layanan:
a. perpustakaan;
b. pojok baca; dan/atau
c. ruang ramah Anak.
Pengembangan pusat informasi sahabat Anak dilaksanakan sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3...




(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)
(S)

(6)

Paragraf 3
Penyediaan Unit Layanan Perpustakaan Keliling

Pasal 41

Unit layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tujuan:

a. memperluas pelayanan jasa perpustakaan ke tempat yang tidak
terjangkau perpustakaan Daerah dan/atau tempat strategis;

b. melayani kebutuhan Anak terhadap bahan bacaan dan informasi; dan

¢. menumbuhkan minat dan budaya membaca bagi Anak.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendukung tersedianya layanan

perpustakaan keliling dengan cara:

a. penyediaan mobil perpustakaan;

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pustaka;

C. penyusunan dan penetapan regulasi mengenai penyelenggaraan
perpustakaan; dan/atau

d. penyediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Penyediaan Pojok Baca

Pasal 42
Penyediaan pojok baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf
c dilaksanakan di:
a. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; dan/atau
b. fasilitas umum di daerah.
Penyediaan pojok baca dapat melibatkan partisipasi Anak dalam hal:
a. penyediaan koleksi buku dan/atau bahan bacaan melalui sumbangan;
b. meminta pendapat Anak baik langsung maupun tidak langsung dalam
memberikan masukan terhadap lokasi dan jenis bacaan yang akan
menjadi koleksi.

Bagian Ketiga
Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak

Pasal 43
Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab
memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Forum Anak
tingkat:
a. kabupaten.
b. kecamatan; dan
c. desa/kelurahan.
Forum Anak tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa atau Lurah.
Penyelenggaraan Forum Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 44...




Pasal 44
(1) Gugus tugas sesuai tingkatannya bertanggung jawab memfasilitasi
penguatan kapasitas Forum Anak secara berjenjang.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan sumber daya manusia;
b. pemberdayaan;
c. mendorong penyediaan sarana dan prasarana:
d. mendorong Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor:
pencegahan perkawinan Anak;
tertib, aman dan selamat di Jalan;
gizi;
sanitasi; dan
5. pemahaman bahaya merokok; dan
e. melaksanakan konferensi Daerah.
(3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diselenggarakan melalui metode:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. bimbingan teknis;
c. advokasi; dan/atau
d. sosialisasi.
(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
a. meningkatkan peran forum anak dalam perencanaan pembangunan
daerah; dan
b. meningkatkan peran forum anak dalam pengambilan keputusan terkait
dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
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BAB V
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA
DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu
Pencegahan Perkawinan Anak

Paragraf 1
Peran Perangkat Daerah

Pasal 45
Pencegahan perkawinan Anak merupakan tanggung jawab:
a. dinas;
b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. orang tua/wali
d. keluarga; dan
e. masyarakat.

Pasal 46
Peran perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan
huruf b yaitu memfasilitasi pelatihan pencegahan perkawinan Anak.

Pasal 47 ...




Pasal 47
Peran Orang tua/wali/dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
huruf ¢ dan huruf d meliputi:
memberikan pendidikan karakter;
memberikan pendidikan keagamaan;
penanaman nilai budi pekerti dan budaya; dan
memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.

& Do

Pasal 48

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan
peraturan perundang-undang tentang Anak;

b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya
pencegahan perkawinan pada usia Anak;

c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan
pada usia Anak;

d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak
yang menikah pada usia Anak.

Paragraf 2
Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 49
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara
terintegrasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang:
a.agama,
b. kesehatan; dan
c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(2) Pelatihan dilakukan kepada:
a. forum anak;
b. orang tua/wali;
c. keluarga; dan
d. masyarakat,
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkelanjutan, paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Materi pelatihan paling rendah meliputi:
a. pendidikan kesehatan reproduksi:;
b. pendidikan seks pranikah;
c. pendidikan parenting; dan/atau
d. bahaya perkawinan usia Anak.

Bagian Kedua
Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak
Bagi Orang Tua/Wali/Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 50...




Pasal 50
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas
lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang
tua/wali/keluarga di Daerah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan:
a. pusat pembelajaran keluarga;
b. LK3; dan
c. PPKS.

Paragraf 2
Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga

Pasal 51
(1) Pusat pembelajaran keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan pusat pembelajaran
keluarga.
(3) Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga melalui tahapan:
a. koordinasi;
b. perencanaan; dan
c. pembentukan.

Pasal 52
(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a
dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan arahan terhadap tata cara
pembentukan dan/atau penyelenggaraan pusat pembelajaran keluarga di
Daerah
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
dengan:
a. dinas di provinsi;
b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
organisasi.

Pasal 53

(1) Dinas  secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam menyusun
dokumen perencanaan.

(2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mengintegrasikan pembentukan pusat pembelajaran keluarga ke dalam
dokumen perencanaan Daerah.

(3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:

a. penganggaran;
b. sumber daya manusia; dan
c. sarana dan prasarana.

Pasal 54...




Pasal 54
Ketentuan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan pusat pembelajaran
keluarga dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Fasilitasi Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 55
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan LK3.
(2) LK3 dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3) Sasaran LK3 meliputi:
a. keluarga yang memiliki masalah psikososial;
b. keluarga yang berpotensi mengalami masalah psikososial; dan
c. keluarga pada umumnya.
(4) Pembentukan LK3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 4
Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pasal 56

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertanggung jawab dalam
pembentukan PPKS;

(2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat
Kecamatan.

(3) PPKS dibentuk dengan:
a. Keputusan Bupati dalam hal dibentuk di tingkat Kabupaten; dan
b. Keputusan Camat dalam hal dibentuk di tingkat Kecamatan.

(4) Pembentukan PPKS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 57

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan bertanggung jawab melaksanakan penguatan PAUD-HI di tiap
Satuan PAUD di Daerah.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terkoordinasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang:

kesehatan;

pemberdayaan masyarakat dan desa:

sosial;

kependudukan dan pencatatan sipil; dan
e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(3) Penguatan PAUD-HI meliputi:

noop

a. koordinasi...




a. koordinasi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam menerapkan PAUD-H]I pada tiap Satuan PAUD mulai dari tingkat
desa/kelurahan;

b. melaksanakan  sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai
penyelenggaraan PAUD-HI di Satuan PAUD; dan

C. peningkatan kompetensi pendidik di Satuan PAUD terhadap

penyelenggaraan PAUD-HI.

Pasal 58

(1) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab dalam memprakasai
pembentukan Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD-HI di
wilayahnya.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan PAUD dan penyelenggaraan
PAUD-HI dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Paragraf 1
Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak

Pasal 59
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang secara terkoordinasi dengan gugus
tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan infrastruktur ramah
Anak.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:
a. pemodelan ruang bermain ramah Anak:
b. pembentukan ruang bermain ramah Anak;
c. kampanye tertib aman dan selamat di jalan; dan
d. penyediaan infrastruktur ramah Anak.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
a. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c. ruang publik; dan
d. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
(4) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada:
a. instansi vertikal; dan/atau
b. instansi swasta.

Paragraf 2
Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah dan Zona Selamat Sekolah

Pasal 60
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan RASS dan
ZoSS.
(2) Tanggung...




(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan
membangun fasilitas Perlengkapan Jalan.

(4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. rambu lalu lintas;

b. marka jalan;

c. alat pemberi isyarat lalu lintas:
d. fasilitas pejalan kaki; dan

e. jalur khusus sepeda.

(5) Selain Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat

dilengkapi dengan:

a. halte;

b. fasilitas parkir untuk sepeda;

c. ruang henti pesepeda;

d. alat penerangan jalan; dan/ atau

e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas.

(6) Pembangunan RASS dan ZoSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 61
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan bertanggung jawab mewujudkan persalinan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. meningkatkan program perencanaan persalinan dan pecegahan
komplikasi;

b. mengembangkan program rumah tunggu kelahiran;

c. menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan
perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat
persalinan;

d. melakukan pelatihan Tenaga Kesehatan dan penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan;

e. memastikan adanya kunjungan neonatal pertama bagi bayi setelah lahir
oleh Tenaga Kesehatan.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan peran
serta masyarakat.

Bagian Kedua
Peningkatan Status Gizi Anak

Pasal 62 ...




(1)
(2)

Pasal 62
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan status gizi Anak.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.

(3) Status gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Anak yang sesuai

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

dengan penilaian status gizi Anak termasuk dalam kategori:

gizi buruk;

gizi kurang;

tinggi badan sangat pendek;

tinggi badan pendek;

berat badan sangat kurus; dan/atau

. berat badan kurus.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
upaya perbaikan gizi Anak.

me a0 o

Pasal 63
Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4)
meliputi:
a. peningkatan pemahaman dan pendidikan gizi Anak kepada orang
tua/wali dan keluarga;
b. pengawasan terhadap jajanan Anak:
. pemberian makanan tambahan bagi Anak; dan/atau
d. penyediaan kantin sehat.
Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang:
pendidikan;
sosial;
pemberdayaan masyarakat dan Desa:
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perencanaan pembangunan daerah;
pertanian; dan/atau
ketahanan pangan.
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Bagian Ketiga
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun

Paragraf 1

Umum

Pasal 64
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan pemberian
makan pada Bayi dan Anak di bawah 2 (dua) tahun.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun: dan
b. fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak.

Paragraf 2...




Paragraf 2
Peningkatan Gizi Anak di Bawah Usia 2 (Dua) Tahun

Pasal 65

(1) Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (2 ) huruf a dilaksanakan dengan upaya meliputi:
a. sosialisasi dan penyuluhan ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini bagi

kader Posyandu atau ibu hamil;

b. penyediaan dan pelatihan konselor ASI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c. fasilitasi pembentukan kelompok pendukung ASI; dan /atau
d. fasilitasi pembentukan Bank ASI.

(2) Upaya peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat
dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 3
Fasilitasi Peningkatan ASI Eksklusif dan Gizi Anak

Pasal 66

Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 ayat (2 ) huruf b dilakukan melalui upaya:

a. mendorong kebijakan penyediaan ruang ASI/laktasi di tiap instansi atau
Perangkat Daerah atau ruang pelayanan publik; dan

b. melaksanakan program dan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI
pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun terutama yang memiliki
status gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).

Bagian Keempat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mewujudkan:
a. akreditasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
b. peningkatan pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
c. pelayanan ramah Anak di Puskesmas.

Paragraf 2
Akreditasi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 68
(1) Akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mewujudkan:

a. paling...




(2)

(1)

(2)

(1)

a. paling sedikit terdapat 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
di tiap Kecamatan; dan

b. rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi Nasional di Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Puskesmas dan Rumah Sakit yang

terakreditasi, dilakukan upaya:

a. melakukan pendampingan terhadap tiap Puskesmas atau Rumah Sakit;

b. membentuk tim akreditasi di Puskesmas atau tim Rumah Sakit;

c. melakukan pelatihan terhadap tim akreditasi di Puskesmas atau Rumah
Sakit; dan

d. menyusun rencana aksi dalam rangka persiapan akreditasi.

Paragraf 3
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Pasal 69

Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah:

a. Anak usia 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap; dan

b. Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta
didik kelas 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh).

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan Anak, dapat

dilakukan upaya:

a. sosialisasi terhadap masyarakat khususnya ibu hamil;

b. kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi
urusan pendidikan; dan/atau

c. melibatkan peran serta masyarakat melalui kader Posyandu.

Paragraf 4
Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Pasal 70

Pelayanan ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:

a. memfasilitasi pelatihan bagi paling sedikit 2 (dua) orang pengelola
Puskesmas dan/atau tenaga kesehatan mengenai konvensi Hak Anak:

b. mendorong penyediaan media dan materi komunikasi, informasi dan
edukasi terkait hak Anak atas kesehatan di Puskesmas;

c. memberikan tanggung jawab kepada pengelola Puskesmas untuk
menyediakan dan melaporkan data Anak yang memperoleh kesehatan
Anak di Puskesmas.

d. mewajibkan setiap pengelola Puskesmas secara bertahap dan sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah menyediakan:

1. ruang pelayanan dan konseling bagi Anak:

2. ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang
tunggu pasien;

3. ruang ASI;

4. toilet, air bersih, pengelolaan sampah dan pembuangan limbah yang
memenuhi standar;

S. sarana...




S. sarana dan prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas yang

6.

2.
3.
4.

meliputi:

a) kursi roda;

b) ram,;

c) informasi audio bagi tuna netra dan informasi visual bagi tuna
rungu;

d) toilet bagi disabilitas;

e) rambu atau marka; dan

f) pendamping bagi penyandang disabilitas;

tanda, gambar atau simbol dilarang merokok di Puskesmas sebagai
kawasan tanpa rokok;

7. kotak saran; dan

8. perpustakaan atau pojok baca Anak.

e. memfasilitasi tenaga kesehatan di Puskesmas untuk membangun
mekanisme dalam menampung aspirasi atau pendapat Anak terkait
layanan kesehatan bagi Anak melalui pertemuan dengan Forum Anak
dan/atau konseling kesehatan peduli remaja.

melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan di
Puskesmas mengenai:

1. cakupan bagi Bayi sampai dengan 6 (enam) bulan yang mendapat
ASI Ekslusif;

pelayanan konseling kesehatan peduli remaja;

pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap Anak;

pelayanan penjangkauan kesehatan Anak di:

a)

b)
c)
d)

Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar melalui usaha
kesehatan sekolah;

lembaga kesejahteraan sosial;

lembaga pemasyarakatan; dan

PAUD-HI.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) media dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. media elektronik;

b. media sosial; dan/atau

c. booklet, poster, leaflet, dan banner.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan data secara
terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Anak.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan:

(4)

(S)

a.
b.

dinas;

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan;
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

sosial;
. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; dan/atau

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
hukum.

Pasal 71...




Pasal 71
Ketentuan mengenai pelayanan ramah Anak di Puskesmas dilaksanakan sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan rumah tangga
dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

fasilitasi peningkatan kualitas air minum;

. promosi kesehatan;

fasilitasi penyediaan sarana air minum;

- peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi: dan

penguatan peran forum anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan

pelapor sanitasi.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ dan huruf d
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(S) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh
Dinas.

oo op

Paragraf 2
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Air Minum

Pasal 73
Fasilitasi peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pengawasan terhadap sarana air minum di daerah,;
b. meningkatkan jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
khususnya pada kualitas air minum: dan
c. mewujudkan tatanan kawasan sehat pada lingkup desa/kelurahan hingga
kecamatan.

Paragraf 3
Promosi Kesehatan

Pasal 74
(1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b
dilaksanakan dengan cara mendorong adanya kebijakan perilaku hidup
bersih dan sehat di desa/kelurahan dan/atau kecamatan.

(2) Kebijakan...




(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. edukasi melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat
mengenai arti penting kesehatan lingkungan;
b. pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki pola dan gaya hidup
bersih dan sehat; dan/atau
c. adanya penghargaan atas terciptanya hidup bersih dan sehat.

Paragraf 4

Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Minum

Pasal 75
(1) Fasilitasi penyediaan sarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 ayat (2) huruf ¢ dilakukan melalui penyediaan air minum berbasis
masyarakat.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
meningkatkan jumlah sambungan rumah yang terlayani air minum di
Daerah, termasuk di kawasan khusus dan kawasan nelayan.

Paragraf 5
Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi

Pasal 76
Fasilitasi Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui penyediaan
sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang ramah Anak.

Bagian Keenam
Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok
dan Larangan lklan, Promosi dan Sponsor Rokok

Pasal 77

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan secara terkoordinasi dengan bagian hukum sekretariat Daerah
bertanggung jawab dalam mewujudkan ketersediaan kawasan tanpa rokok
dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pembentukan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok; dan
b. sosialisasi terhadap bahaya rokok.

(3) Pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan
kepada:

a. perangkat daerah;
b. masyarakat; dan
c. forum anak.

BAB VILI...




BAB VII
KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN
BUDAYA

Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan NonFormal

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah bertanggung Jawab dalam mewujudkan PAUD,
Pendidikan Dasar dan pendidikan nonformal.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan; dan
b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan secara terkoordinasi dengan kementerian vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Agama di Daerah.

Paragraf 2
Peningkatan Partisipasi Anak Atas Hak Pendidikan

Pasal 79

Peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pada PAUD, satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar termasuk pendidikan inklusif,
pendidikan nonformal dan pendidikan paket A dan paket B;

b. memperbanyak ruang kelas ramah Anak: dan

c. meningkatkan jumlah siswa ramah Anak yang menerima bantuan biaya
operasional pendidikan.

Paragraf 3
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Pasal 80

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

a. memberikan revitalisasi kelembagaan terhadap satuan pendidikan sanggar
kegiatan belajar;

b. meningkatkan jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar yang
memperoleh bantuan sarana pembelajaran;

c. pengingkatan kompetensi kuantitas tenaga pendidik ramah Anak: dan

d. pemenuhan sarana prasarana pendidikan ramah Anak.

Bagian...




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembentukan dan

pengembangan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Dinas secara terkoordinasi dan kerja sama dengan:

a. gugus tugas KLA;

b. kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang agama;

C. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; dan Jatau

d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan.

Dinas dalam rangka pembentukan dan pengembangan SRA bertanggung

jawab untuk:

a. melaksanakan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak;

b. memfasilitasi penandatanganan  komitmen bersama  untuk
mewujudkan SRA di satuan pendidikan pada Jenjang pendidikan dasar;

¢. memfasilitasi pembentukan tim pelaksana SRA:

d. melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan bimbingan kepada satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dalam tahapan
pembentukan dan pengembangan SRA: dan

e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan  terhadap
perkembangan pengembangan SRA.

Pasal 82

Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan dengan ketentuan:

a. secara bertahap sesuai dengan kemampuan Satuan Pendidikan pada
Jenjang Pendidikan Dasar;

b. mengintegrasikan program dan kegiatan vang telah ada terkait
pemenuhan hak dan perlindungan Anak ke dalam rencana kegiatan dan
anggaran sekolah.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara

lain:

usaha kesehatan sekolah;:

pangan jajanan anak sekolah;

sekolah adiwiyata;

sekolah inklusi;

sekolah /madrasah aman bencana;

sekolah hebat;

kantin kejujuran;

madrasah insan cendekia; dan/atau

pesantren ramah anak.

SRS ae o

Pasal 83 ...




Pasal 83

Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Paragraf 2
Sosialisasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 84
Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a
dilaksanakan di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. meningkatkan pemahaman tentang hak Anak; dan
b. meningkatkan komitmen untuk pemenuhan hak dan perlindungan
Anak.
Materi sosialisasi meliputi:
a. konvensi hak Anak;
b. kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
c. kebijakan KLA; dan/atau
d. kebijakan SRA.

Paragraf 3
Penandatanganan Komitmen Bersama

Pasal 85
Penandatanganan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(3) huruf b dilaksanakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan
SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
unsur:
kepala sekolah;
wakil guru;
wakil organisasi siswa;
wakil peserta didik; dan
. wakil dari komite sekolah.
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan.
Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yvang telah
melaksanakan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh Perangkat Daerah vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai
SRA.

oo o

Paragraf 4
Pembentukan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak

Pasal 86
Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf ¢
terdiri dari:

a. tim...




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

a. tim SRA di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; dan

b. tim SRA gabungan.

Susunan keanggotan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. pembina;

b. penanggung jawab:;

c. ketua pelaksana;

d. ketua bidang, yang terdiri dari:

1. bidang pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah Anak;
2. bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan;

3. bidang koordinasi dan sosialisasi; dan

4. bidang monitoring dan evaluasi;

€. anggota,

Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh:

a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan untuk tim SRA di satuan pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar; dan

b. bupati untuk tim SRA gabungan.

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat

oleh kepala sekolah.

Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh:

a. wakil kepala sekolah untuk tim SRA di satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar; dan

b. ketua gugus tugas KLA untuk tim SRA gabungan.

Pasal 87
Tim SRA di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
(1) huruf a terdiri dari unsur:
kepala sekolah;
wakil guru;
wakil organisasi siswa;
wakil peserta didik; dan
wakil dari komite sekolah.
Tlm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan.

0 a0 op

Pasal 88
Tim SRA gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf
b terdiri dari unsur:
a. tim SRA di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) huruf a; dan
b. subgugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya pada Gugus Tugas KLA.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 89 ...




Pasal 89
Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:
mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
sosialisasi mengenai pentingnya SRA;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan SRA;
melakukan identifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman dalam
pengembangan SRA; dan
e. membuat laporan terhadap perkembangan SRA kepada bupati melalui
gugus tugas KLA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

D oTP

Bagian Ketiga
Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya,
Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Ketersediaan
fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. fasilitasi pemuda kader; dan
b. fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreativitas dan
rekreasi Anak.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemuda dan olahraga.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh
Dinas.

Paragraf 2
Fasilitasi Pemuda Kader

Pasal 91
Fasilitasi pemuda kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf
a dilaksanakan dengan memfasilitasi pemuda dalam peningkatan keterampilan
kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif.

Paragraf 3
Fasilitasi Penyediaan Fasilitas dan Kegiatan Budaya,
Kreativitas dan Rekreasi Anak

Pasal 92
Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi
Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilaksanakan
dengan cara:
a. melakukan advokasi pembentukan dan pengembangan pusat kreativitas
anak di tiap desa/kelurahan atau kecamatan; dan

b. mendorong...




b. mendorong terselenggaranya festival kegiatan budaya, kreativitas, dan/atau
rekreatif yang ramah Anak.

BAB VIII
KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 93
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan
penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:
a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan
eksploitasi;
b. pelatihan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan; dan
c. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
dinas secara terkoordinasi  dengan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
a. sosial; dan/atau
b. pariwisata.

Paragraf 2
Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan
Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 94

Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan

penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a

dilaksanakan dengan cara:

a. mendorong upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tiap
desa/kelurahan;

b. menginisiasi standar layanan bagi tiap lembaga layanan korban kekerasan
dan penelantaran; dan

c. melibatkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam sosialisasi pencegahan
kekerasan terhadap anak.

Paragraf 3
Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan

Pasal 95
Pelatihan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

a. meningkatkan...



meningkatkan pengetahuan dan pemahaman forum anak sebagai pelopor
dan pelapor dalam mencegah kekerasan terhadap Anak; dan

melaksanakan penguatan kapasitas bagi petugas di lembaga layanan
korban kekerasan dan eksploitasi.

Paragraf 4

Sosialisasi Pembebasan Anak dari Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata

Pasal 96

Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan dengan
materi tentang:

aogp

(1)

(2)

(3)

bahaya kekerasan seksual;

sadar wisata dan sapta pesona di destinasi wisata;

peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi seksual; dan
peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum dalam pemberantasan
eksploitasi seksual anak.

Bagian Kedua
Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan
Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan anak yang
dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:
a. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja anak;
b. melakukan pengintegrasian isu pekerja anak; dan
c. melakukan pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan

usaha yang mempekerjakan Anak.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak

Pasal 98

Pencegahan dan penanganan pekerja anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a.

b.

melaksanakan tindakan menarik pekerja anak dari bentuk pekerjaan
terburuk untuk Anak; dan

meningkatnya jumlah badan usaha atau industri yang menerapkan norma
perlindungan pekerja anak.

Paragraf 3...



Paragraf 3
Pengintegrasian Isu Pekerja Anak

Pasal 99
Pengintegrasian isu pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat

(2) huruf b dilaksanakan dengan mengintegrasikan isu pekerja anak ke dalam
indikator kinerja utama Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pembinaan dan Penindakan Terhadap Orang Atau Badan Usaha
yvang Mempekerjakan Anak

Pasal 100
Pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan usaha yang
mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf ¢
dilaksanakan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi badan usaha atau industri yang masih
mempekerjakan pekerja anak.

Bagian Ketiga
Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya, Pornografi, dan Terinfeksi
Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome

Paragraf 1
Umum

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan
pelayanan bagi Anak korban Penyalahgunaan NAPZA, pornografi, dan
terinfeksi HIV/AIDS.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara memfasilitasi:
a. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA;
b. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban pornografi;
c. pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/AIDS; dan
d. pengembangan KATAN.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara
terkoordinasi antara:

gugus tugas KLA;

instansi vertikal badan narkotika nasional yang berada di daerah;

dinas; dan

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang:

1. sosial; dan

2. kesehatan.

ao o

Paragraf 2...



Paragraf 2
Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Bagi Anak Korban Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya

Pasal 102

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan
cara:

B0 o

sosialisasi;

pemberdayaan;

pelatihan;

menjamin Anak penyalahguna NAPZA mendapatkan rehabilitasi sosial di
luar panti sesuai standar pelayanan;

e. memastikan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba mendapat

rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan lembaga
rehabilitasi Pemerintah; dan

menjamin penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang mendapat
layanan pascarehabilitasi di Daerah.

Paragraf 3
Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi

Pasal 103

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi anak korban pornografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

a.

b.

melakukan pelatihan parenting di era digital kepada masyarakat dalam
rangka pencegahan pornografi;

melakukan pelatihan terhadap guru, murid, dan orang tua/wali untuk
mendapatkan informasi tentang cerdas berinternet; dan

. pencanangan kecamatan dan/atau desa/kelurahan bebas pornografi.

Paragraf 4
Pencegahan dan Pelayanan Anak Kasus

Human Immunodeficiency Virus/ Aequired Immuno Deficiency Syndrome

Pasal 104

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/AIDS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a.

® oo o

sosialisasi;

pemberdayaan;

pelatihan;

menyediakan obat ARV pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
pelayanan konseling bagi Anak kasus HIV/AIDS.

Paragraf 5

Fasilitasi Pengembangan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba

Pasal 105 ...



Pasal 105
(1) Fasilitasi pengembangan KATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara mendorong dan mendukung
kebijakan KATAN di Daerah
(2) Kebijakan KATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi
Anak korban bencana dan konflik.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. melakukan upaya penanganan Anak korban bencana;

b. memfasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya;
c. memberikan asistensi sosial bagi Anak korban bencana; dan

d. memfasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang sosial.

(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan
oleh Dinas.

Paragraf 2
Penanganan Anak Korban Bencana

Pasal 107
Penanganan Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mendorong kebijakan untuk
melaksanakan program dan kegiatan penampungan Anak korban bencana
terutama Penyandang Disabilitas yang diberikan pelayanan psikososial.

Paragraf 3
Fasilitasi Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana atau Sebutan Lainnya

Pasal 108
Fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
a. mendorong pencanangan desa/kelurahan tangguh bencana atau sebutan
lainnya di daerah; dan
b. memfasilitasi anak korban konflik yang sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan terbaik bagi Anak.

Paragraf 4...



Paragraf 4
Pemberian Asistensi Sosial Bagi Anak Korban Bencana

Pasal 109
Pemberian asistensi sosial bagi anak korban bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan dengan cara menjamin hak Anak
korban bencana atas:
a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
b. layanan psikososial.

Paragraf 5
Fasilitasi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 110

Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:

a. melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia atau relawan terlatih
mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi Anak;

b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak
dalam bencana dan konflik sosial; dan

c. melaksanakan pelatihan dan training of trainer terhadap pelaksanaan
perlindungan Anak dalam bencana dan konflik.

Bagian Kelima
Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas,
Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 111

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi
Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. memberikan perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok
minoritas dan terisolasi;

b. memfasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas,
kelompok minoritas dan terisolasi; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas,
kelompok minoritas dan terisolasi.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan
oleh Dinas.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang sosial.

(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Paragraf 2...



Paragraf 2
Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas,
Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 112

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan

cara:

a. melakukan advokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak
penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;

b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas
dan terisolasi;

c. mengadvokasi tiap kecamatan, desa/kelurahan tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi;

d. mendorong media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik
tentang perlindungan anak terutama bagi anak penyandang disabilitas,
minoritas dan terisolasi; dan

e. memfasilitasi kecamatan dan desa/kelurahan untuk pendampingan bagi
anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 3
Jaminan Sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas,
Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 113
Jaminan sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dilaksanakan
dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan dasar Anak Penyandang
Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 4
Sarana dan Prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas,
Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 114
Sarana dan prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas
dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c
dilaksanakan mendorong pencantuman aksesibilitas sebagai salah satu syarat
dalam persetujuan mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 115
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara memfasilitasi perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang.

(3) Tanggung...



(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
dinas dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang:

a. sosial; dan/atau
b. komunikasi dan informatika.

Pasal 116
Fasilitasi perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan advokasi tentang perlindungan anak perilaku sosial
menyimpang di tiap kecamatan dan desa/kelurahan; dan
b. meningkatkan peran media komunikasi, informasi dan edukasi melalui
media publik tentang perlindungan bagi anak perilaku sosial menyimpang.

Bagian Kedelapan
Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 117

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan penanganan bagi
ABH sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-
undangan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial secara terkoordinasi dengan:

a. dinas;

b. lembaga Kepolisian Republik Indonesia di daerah; dan

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
hukum.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. penyamaan persepsi dan pengintegrasian layanan penanganan ABH di
Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;

b. mendorong terwujudnya penanganan ABH sesuai dengan standar
pelayanan minimal; dan

c. peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 118
(1) Pemerintah Daerah dan Desa/Kelurahan berkewajiban mengalokasikan
dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan KLA.
(2) Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah
dan tidak mengikat.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 119 ...



Pasal 119

(1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan
dan pengawasan Penyelenggaraan KLA.

(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh bupati melalui:
a. gugus tugas KLA; dan
b. dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas
KLA dan/atau Dinas kepada Bupati.

Pasal 120
(1) Pemantauan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119

ayat (2) dilakukan melalui:

a. pengumpulan data dan informasi;
b. kunjungan lapangan; dan/atau
c. rapat kerja.

(2) Evaluasi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat
(2) dilakukan terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) merupakan
penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan Penyelenggaraan KLA.

(4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan KLA dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 121
Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 122

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang
perseorangan, Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau
instansi atau lembaga vertikal di Daerah yang berjasa dalam mewujudkan
Penyelenggaraan KLA di Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi
serta mendorong percepatan Penyelenggaraan KLA guna mewujudkan
Daerah ditetapkan sebagai KLA oleh Menteri.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. lencana;

b. trofi;
c. piagam; dan/atau
d. penghargaan lainnya.

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perayaan:

hari hak asasi manusia sedunia;

hari anak nasional;

hari ulang tahun lahirnya kabupaten; dan/atau

acara resmi lainnya.

o op

Pasal 123...




Pasal 123
Ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten layak Anak
dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 125
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Barat.

Ditetapkan di Waikabubak pada
2025

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 23 Desember 2025

< SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARATS

}Y ERMIA NDAPA DODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT 2025 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 09 /2025

PENJELASAN ...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab utama
dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak sebagai
bagian dari pelaksanaan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka otonomi daerah, urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah harus dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk
anak-anak. Sementara itu, urusan yang bukan menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah
menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang
komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014, ditegaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Perlindungan tersebut juga
mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta
pengakuan atas hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal
1 angka 12 dan 19 secara eksplisit menyebutkan bahwa tanggung jawab
pemenuhan hak anak tidak hanya berada pada orang tua dan keluarga, tetapi
juga melekat pada masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan Pemerintah
Daerah.

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewajiban tersebut, Pasal 21
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamanatkan pembangunan
kabupaten/kota layak anak (KLA). Konsep KLA pertama kali diperkenalkan
oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 sebagai
kebijakan strategis untuk menjadikan setiap wilayah sebagai lingkungan yang
aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini dikembangkan agar dapat diterapkan
di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Sumba
Barat, yang memiliki komitmen untuk mewujudkan sistem perlindungan anak
yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan
perlindungan anak secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur
pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, maupun keluarga, melalui
pendekatan kolaboratif berbasis hak anak. Sebagai bentuk implementasi
komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mendorong lahirnya
peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.



II.

Kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor
25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang secara
eksplisit menyatakan bahwa penyelenggaraan KLA harus diatur dalam
peraturan daerah. Kehadiran regulasi ini menjadi langkah penting untuk
memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan dalam pelaksanaan
program, kegiatan, serta penguatan kelembagaan yang mendukung
pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Sumba Barat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat seperti lembaga swadaya
masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 ...



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 ...




Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62 ...




Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.




Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110 ...



Pasal 110

Cukup jelas.
Pasal 111

Cukup jelas.
Pasal 112

Cukup jelas.
Pasal 113

Cukup jelas.
Pasal 114

Cukup jelas.
Pasal 115

Cukup jelas.
Pasal 116

Cukup jelas.
Pasal 117

Cukup jelas.
Pasal 118

Cukup jelas.
Pasal 119

Cukup jelas.
Pasal 120

Cukup jelas.
Pasal 121

Cukup jelas.
Pasal 122

Cukup jelas.
Pasal 123

Cukup jelas.
Pasal 124

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT 2025 NOMOR 0110

LAMPIRAN ...



yelaep
ueunduequad
VT ava ueBUBIUIId
ueyseIFajunp UMW NYOp WEEp
yer2) duel 2 VI Av

sasoid Buepeg | VAONVHLITEddVE I I uawnyoqg | AWrdy uawnyog | ueiserdauruad g
yelae( } vdd dldn vdd dldn ueedequaay

vedd 0 1 BYFuelag eAuynuaqIa ] UeyNIuAquag uBlendua 4
(v
Heuy yede]
uaredngey]
V'Y Suejua] VT Bpdad Fuejua],
uAUNHOC] | YBIIB(] UBINBI] ueunsniuad yeliae(]

Y&dd 1 0 eAUBIPIsSIa], ISBIISE] UBINIBIS 1
NVVOVENTTEN | 1
(€1) (z1) (11) (01) (6) (8) (2) (9) (<) (+) (€) (z) (1)
60T 8T0T LTOT 9z0Z STOT vZOZ
gymvr AVSVa NVNLVS NVANMN KAV JOLVMIAONI | ON
WVADOU ONNOONVNE LADAVL VIVA VNVONZA
ISNV.LSNI

AVNY AVAV] NHLVANEVH NVVAVOONHTIANAd

620Z-ST0Z NNHVL

HVAHVA ISV VNVONHA SHIMLYIN

HVNV AVAVT NHLVdNEVH NVVEAVODNITIANAd
ONV.LNHL

S20C NNHV.L 6 4ONWON

LVaVH VHINNS NHLYdNEVH

HYAHEVA NVANLVIHd

NYAIdNYT




sejsedey
uejenduad uep

e ueynjuaquad
vedd € £ € £ £ 0 efequua] VAW yepunp ISEJI[ISE,]
HeUue snsnyy
ueBunpuijiad
jereg equing | uep yeue xey
‘qey 1p (lvsdy) | weynuawad
BISauopu] urefep Byesn
yeuy jeqeyes Blunp uep
UBBYBSIS] ‘BssBL BIpaLl
ISBISOSY ‘Jexeredsew
mxe ueyniuaquiad eBequa|
DVANRIEdSIA 0 0 0 0 0 0 efequia] IVSdV yepunp ISENISE,] ueldd | ¢
(yeuy yeures
BSa(]) BSAp Ip yeue (reuy
ueelepraquad yeuwe: esa(g)
ISENNSE.] BSIp Ip yeue
UByBUBSYB[IW ueedepiaquiad
9 9 0 01 0 0z BS3(] Bued esap yepunp ISEII[ISE,]
VI redeqas jereq VTH
equing uaedngey | uejenduad uep
I 0 0 UIINHO(] eAuuesdelag UBYRIU]
VT JoTelise,|
VT I01Bl[ISE uejenduad uep
€ € € € 0 0 sueiQ eAUBIpPasI9] UBH NI UL
VSHd ‘NVIVINVOAM Vi VT [Joid
/vsdda I 0 0 0 udWINNO(] | [Yold BAUBIPaSIa ], unsnAuap
620T 820T LEOT 9z0% STOT _—
aVAMVF AVSVA | NVNLVS N3N ikl MOLVMIANI | ON
VDO DNNOONVNAD LADAVL, viva VNVON3Y

ISNV.LSNI




UBYISESI[RIS0S.II) ueynuawad
Buei ueyelgay
uByBIN[2Y [Esap ISEYOADE
I I I I uejersay yepun- uep ISESI[eISOS
(vmi)
1eIBg yeuy sejnuapul
equng uajedngey nuey
001 001 001 00'SL 00'0S 91'lE Yo 1p vy uedesauag uBUBLR[]
unye; unyel L1-0
L1-0 }npnpuad ynpnpuad 1deq
1idIS 13eq UBITYE[RY UBIUE[IH BlHE uBIyeay
NV.LVIVONHd NVQ B1qe ueyiruaday uequaday ey uedpny
NVINANANAdTH uednyes uednyed T[Tt
SVYNIA 001 001 001 0086 86°S6 08'S6 % ISBIUISAI uejeqSuruag Fued yeuy | 4
MVNV NVSYEHIMEM NVA TIdISMVH | 1T
[e1sog
[e1s05 Hued Jen| nued renj p
Ip Ufe[ BWEU NBje | ure[ BWeu neje
neidau] yeuy Jnerdaul yeuy
uerIniyelasay] ueelalyelsay
ueuefe] uBuUBART W]
BUBSYE[2] UEYNIUIQUID]
SOSNIO 0 0 0 0 0 0 wi], Wi, yepwune ISEYISE
jeIEg BQUINS
1P (Vdr)
Heuy qnpad
BIPIW weduirep
620¢ 8TOT L20T 9z0T czozT bZ0Z
VMV AvVSvd NVNLVS NVANMN it AOLVMIANI | ON
WVADOUd ONNDONVNAd LADNVL VIV VNVONTY
ISNV.LSNI




dueiny
jeue gejel

reqiu ued ISEIaI[|
yeroyss eped UEp BOBqUIIW
UBIBUIEDAY ueIewIFay
P ISBJAI] ueelepnquad
ISESI[EISO5 L L L L 9 1 uejersoy | uelerday yequmnp
Burmay
ueeyeisndiad
[qow wewese|
ISENIJISUIYSa
uep yeue
ueeyesndiad
NVdISAVHEM NV UBUEAR]
anvd NVYVHV LSNdxHd IIiwau jereg
BIBg [IqOW SVYNIQ £ £ £ E 0 0 ueueAR] | BqUNS uajedngey
(v11)
VSId ueuBie] VI Heuy yede]
IsesHIEpUE)S (vsId) Heuy Sele yeue yey ISBeuLIOjU]
nnyFuaw YBIIB(] JEqQEYEeS ISBULIOJU] ueynuatad SEISE]
sasoxd Fuepoag ueeyelsndiag 1 0 efequuy jesnd yequnp ISENISE,] UeRIpasIaey | ¢
jnye
BIEJ9S UBIIYEB[IH
ENE yajosadwaul | UBIURRY BIE
ynjun yeue uexuaday
Hey ueynuauad Inpefau
ueyeliqay yeuy [idis ey
6c0T 80T LTOT 9z0T Sz0T bZ0Z
avmvre AVSVA | NVNIVS NVAMIN bl JOLVMIGNI | ON
WVIDOMd ONNDONVNI LADAVL viva VNVONE

ISNV.LSNI




v 19eq (ddvd)

ddvd uBUNFURQ U]
ueyderauaw Fuek UBBUEBIUAIA]
uByRINERY [esaq WEEp Jeuy
avd seysedey uep jereg 1sedispued
uejenduag 1 1 1 I I ! ueje[day | equng uajedngey uByneRd
(d7) Jodejad
uep Jodojag
redeqas y4 1deq
dg redeqas ueyne[ad uep
61 61 61 61 61 61 duelp | vy BlOFduByRIUNC [ UBYNIUSQWSG
uajednqey
yeIB(Q nye vd)
Neuy WnIo v rmuaur Fuel Heuy wniod
1 % Jeue yede| uByRIN[RY /BS3( seysedey Heuy
BS2p I yeuy uep jeregq uejenguad sedisnred
wnioy 0g VSAA‘'vedd £ 1£4 efequio] | equng uanednqgey | uepseypsed | ueeBequidpad | 9
HeuE edeq
Jeurul JLIBuaw jereqg
Hnjun yIsy equng uajedngey
nynq eped 1p yqnd
ueylagIeuaw Bale (e8] voeg
yiqa1 0 0 ISB}0] yolod yejunp
BS2p § [BISOS
Hnjun ueedeq ISTHUI SISB(QIaq
nyng ‘yey ueeyesndiad
od uenjueg (S C C c 0 0 ueueie] ueuBAE]
6T0T 8T0T LTOT 9z0T czoT
+T0T ISHV
gvmvr Avsva NVNLVS NVANIN VNVONTY JOLVMIANI | ON
WVIDO0Ad ONNDONVNAd LADAV.L Vv

ISNV.LSNI




ISNV.LSNI

yeue weurmexlad
Heuy u ueyedaouad werep
yede] esaQ vedd BURINY | Iseupsenp Sued
ueBuBuUBIUI] Jesaq UBYRIN[2Y [esap
were 0z yepmne
. feq) un
:sux mm_m_.m.m Emﬂ,_un_ Mﬂﬂ_mﬁ
mﬁm_wu.“ wrep 4 2 yeyiuaw Fuek
BIED “$Z0ET i PRTrEL] L NI OF € Heue Heuy
(3s1) vendwasad
unye; ynijun et ueummeysad UBUIMEN I
BJED BpE YEpl] 0 ueyedaouag ueyedaouad | L
JIBUIAVUBYNSeSuag uB( edrenEyuesuNyBur] | i
(ueunBuequad
ueeuEIUaI2d
Wwefep yeue
isedispred)
UBIBWEBIIY ddvd urerep
Fuequassnu fuequaisnp v, sedisrred
g ‘uarednqey weep uejeyFuruad
Fuequaisnu | I 1 1 I I I uejerday JONE JBqIIa) Vi ISEJ[ISEY
LLN
Isuraodd X3 [euoIsEN Yeuy
[BUOISEN YBUY wIo,] uenwaajtad
wnio, ejofdue weep jeqipal d7 redeqas
peluawr (4 jrleq equing v uerenduad
Heue BuUeIO 7 I I 1 I 1 [ uejerday uaednqey ISEYIISE
6Z0¢ 8T0T LT0T 9z0T czoT
+20¢ ISHV
qavmvr avsva NVNLVS NVANMN HOLVMIONI | ON
WVADO¥ DNNDONVNAd LADAV.L viva VNVONEN




dued edenay

ISB}NSU0Y
uBUBAR]
uBynyePWw
mye dued jemeg Heuy
yereseuaq equng uajedngey ueynseduad
edreniay P (2)1) e8renjay] | weep e3ren(ay
ueduiduwepuad ISBINSU0Y uep ngr uesad
1edey SOSNIA 1 I I 1 I 1 efequa] | efequo]yejunpe | ueledurusg
(vovdsnd) edrenjay /eng
BdIenay Fuei)
uerefefaquiad [deq yeuy
jesnd ueynseduag
ueduequafuad ueueleq]
uep BIPIAUI]
uejenduad urerep edren=ay ISE1[NSU0Y
1seyisepip Sued | 18eq ueBuiquiq edequia]
B8P 01 UBYEIN[Y /esap neje/uep sejsedey
1p ueyerday | v&dd 0 0 0 0 0 01 uBjersay yepunp UBBUIqUad uejenduad | g
(urendwarad
0001 1ad
unyel 61 | dnpry uenyeay) elewas
avzd -S1 SNM | (61-5T d4SV) 2wy |  pd ueanyeray
0001 12d | fipynua,g oyfioads exdue
uBINUEERY | aby /unyel 61-G1 UBUTINUI]
anun efewas pd
6'ST 6'ST 0'91 0'01 1'91 1‘91 ueIye[Ry eyduy
6208 8202 LZ0T 9z0T Sz0T »Z0Z
avmvre AVSVA | NvOLVS NVAAYN pany AOLVMIONI | ON
WVADOAd DNNDONVNH LADAV.L LAR ] PN

ISNV.LSNI




0s

0s

0§

S'LE

Se

14

)
SeluasIag

(8¥dd) B1ayels ©
Frenpyueueiepd

JBSTId

uep esrenfay
ueueiepd uep
ueynjuaquad
ISellIse,]

21mnsuj
juB[nuung
ueduap
ewesellayag

V&dd

S1'0

SBIUISIa]

Japjerey
ueynjuaquad
ueSurdurepuad
uep ueynseduad
UBYBUBSHEB[oW
Aued edreniay
ISBIUISIS]

8T L

[26) EM-13q (€)
elewayedien[ay
Bulg
ejoddueuednyen

1's9

8'€9

+'€9

8'T9

129

S0°'09

eHXd
elodduy
%

(6) E1M-13q (aM8)
Bllfegesen|ay
eulg
ejoffueuednyen

SHMNIA

S9

09

<GS

0'0S

S'‘ch

(44

%o

(20) e3rRERUYU
eueieaquedne))

yeue uep
BllTeq Bdreniay
ueeulquiad
ISEJI[ISE,]

[eisosoyisd
Ye[esBULIS]

620¢

8202

LTOT

9z0T

T [

WVHDO0Hd

gavmvr
DNNDONVNAL
ISNV.LSNI

LHOHY.L

20T
dVsvVd
vivd

NVNLVS

NVANMN

ISMV
VYNVONHH

HJOLVHIANI

ON




veda ueqnjuaquiad
yeuy ISB[ISEJIP
yeurey yers) dued
ueynNsy uanuesa/ ue
0 0 nued ynsynuedyepun
nem [inues
vedd / ynse yeue
18eq Jnewale
ueynseduad
uByLIaq A
Heue urefep
yeUWEl UaIjuesa ualjuesad
/ weynsynued [ueynsy
vedda Fnjuaquiaw jereg | nued sensedey
1 I I I 0 0 efequo] | equing uaedngey uejenfuag
Heue
YRWel amofiop Heue euIny
ueqduequafusw | yewes awafinp ueynseduad
1B1eH ISESLIEDUR]S Edequua
vedd 0 0 uejerdoy | equing unedngey | ueeUERSHERJ ISESLIBPUBIS | 6
(SMdd)
e1yelog
edrenay
ueuRAR[Rd
1BSNd
ueiewedsydenas 1p BFren(2y
1p ejoddue
620T 820T LTOT 9z0T SToT
+Z0T —
HYMYV AVSVA NVNLVS NVANAN MOLVMIANI | ON
WVADO0Nd DNNODONVNED LADAVL viva YNVONIA

ISNV.LSNI




1sepodsuern uepnygue
ISE[ISEJIp 1selrodsuern
e[ jereg ueBuequaiurad
0 0 0 0 0 0 uejerday | equng usjedngey ISEJISBY
NVONNENHAAd ue[e
UBJBWB[ISIY
NVONNENHH¥Ad 0 0 0 0 0 0 uejerdoy [BUOISEN UEBNad
yeue
yeuwel ueBunydur]
SE]E Heue Hqng
ey ueynuatad HBUE YBIIEL Fueny 1p
\bE Werep Isejnsejp JNIANASE UL Heuy yeurey
JONVONNENHY A e[} JeIeg ueelpaiuad INNISBIU]
ddnd 0 0 0 0 0 0 uejerday] | equng uajednqey ISElISE, UEBIPasialey | 01
yeue ey siseqaq
u yeue ueynseduad
anuesad yneqp
J ueynsy | Sued uanuesad/
nued ueynsenued
0 0 ynseduagd | ynseduad yepunp
u
anuesad
vsdd [ueynsy Yeue YBUIEl
nued uBynsy nued
0 0 [2PON [2pow yeqwins
Weue Yeurel
ueynse nued
620¢ 8T0¢ L20T 9Z0T cz0T
+T0T
HVAVT dVSVA | NVNLVS NVAMN el FOLVMIAONI | ON
WVADO¥Ud DNNDONVNA LADAVL, Viva VNVONIH

ISNV.LSNI




Adnd : ISElIUES.Iaq [eFdul], UBLIIN IS
4] 08 8L [+ 75 4 zl o yewny uednyed UBSBMEY
wnuip
Iy UBBIpaAudd
Adnd s f2g) wnumu WSS
= 118 sasyeiaq ueSuequaluag
Anpnpuad uep 1eYag
dAdnd 88 98 +8 e 08 8. uednye) UeEB[o[2EUa] ueSunyBury | 11
MVNV NVVAELHVESEY NVA dVSVA NVIVHESHN | Al
NVONNENHAAd
yereq (850Z) yeoyas
equng uaedngey | wep/ayieweag
1p ¥yniuaqaa) uewWy BUOZ
z z z z (4 z sexyo] | Bued ggoz yepunpe | ueunduequiad
( yeroxag
LIED [ay1ewelas
SSV ueury
NVONNENHAAd undueq.a) Fued M) SSV
0 0 0 0 0 0 ISENO] 1SEYO] Yeunp UBUNFURqUI]
uEnjueq
ye[oyas snq
z z z z 4 1 jun uenaquad yepwne
yeue
NYONNENHY A YEUWRI [BSSELU yeue yeurnas
wnwn ueynyaue [essew wnwn
6Z0T 8T0T LZ0T 9z0T SZOT -
gaVmvr dVSVA | NVNLVS NVANMN . JOLVMICONI | ON
WVIDO¥Nd DNNOONVNA LADAVL VIV VNVONHH

ISNV.LSNI




Areq

ueduelia) Fued dnpiy
dNndiH % Fued yedures ueFunydur
NVONNMONIT yewn( asejuasiadg seeny
SVNIO 8|t 1% e 4% 0t 8T uepnmmap
yeAe| [seljues
nuaw eFdue)
0 0 0 0 0 0 %o [EUINIIS BjUISIad
yeder are
sasyelaq eddue ],
%001 2001 2001 %6001 26001 %0.L % YeUWny asejuasiad
0 0 0 0 0 0 %% ISENULOYI[H 0158y
TEpPEIaW
Fued seyues
& I
Bllas yele| e
SISHE IIruauw
uep uny
2] Tuny sele yede] yewny
AdNd +9 +9 +9 +9 vt 9L'0€ % JELINI 9SBIUISII] eAUBIPIsIa,
fop) Hefep wnumnu
are depeylal
uenfueayraq
%%
SISNE
ddnd uefuap efdue)
0 0 0 0 0 0 yewna 1siodoid
= 1sElIUes1aq [eF3ul ],
L » yewny uednsyed
6202 |820C Le0T 9z0c seoc
+e0d 1SV
gvmvr AVSVa NVNLIVS NVHNMN VNVONTA JOLVAIANI | ON
WVHDOHd DONMNDONVNHL LHDHVYL VAR e

ISNV.LSNI




(o) Tueduentp
9% dued veuepiqay
%S ‘81 %81 %60°L1 sexrdwoy
%S'61 | %S‘61 %61 uednye)
[og)senu weuwelejad
%SS % tS %ES %ZS %I1S %605 % uwednye) SYWNSAN
(o) TureH
STINIA %9L %SL %t L %EL %TL %LI‘TL 9, nqp uejeyasay
ueueiE[ad
ISBIUISID]
(d3n)
uegurlolad yeyerekseu
uBIBYISaY epeday
L'p.| H dnpry uesmyeay ededn S
SEMNIA 000'0 | M000°001 Sueip 000001 12d nqp uep (WMN) wewesejad
+01 PI1T +Tl +ET 01/t+1 /¥S1 ueneway eyduy veyeIeiseN it
2 exjeuIuap
efedn senreny
eAumeyIUTUIN 4!

dz redeqas
NV LVHASHM SVYNIA ooy edue], yeue [Beq
Odd 18QaH dz redeqas | oxoy edeyeqd
vsdd 0 0 vd vd WS yeunp ISESI[EIS0S
6207 870T LZOT 9z0Z Sz0T e .
VMV Avsvda NVNLVS NVANMAN i HOLVMICANI | ON
WVADOH DONNDONVNIH LADHVL vivdad

ISNV.LSNI




01

HM
0001
/11

HX 000°1
fen

fueip

dnpiy
ueIlyeay 000°1
12d (egyv) eifeg
UBNBWaY Biuy

%001

Yob6

%86

%S L6

Yelb

%E'S6

kS

l26) BIERE
HEuy ueueielad
uednye)

HM 0
oot1/01

HX 000°1
11

guein

dnprH
uBIIYR[EY 000°T
1ad (a3v) 1ieg
UENEBWIY Bqduy

SHEMNIA

%05

Y085

%05

%05

%05

%ES 6t

%

[oo)1Aeguereyasay
uBUBABR[2]

uednye)

HX 00
0'1/01

HM
000°1/11

guein

dnpiy uenyeay
000" 112d rejeucaN
ueneway eyduy

%t

ﬂ.‘ﬁ_ el

.0...@ h-d

%ot

%S‘E

%T'E

%o

o6) TueBuELp Bued
iseqidwoy ueduap
sajeucau uwednye)

%LS

%95

%SS

%t

%€S

%9T'TS

%

fo5) a1ye nreg

1Aeg ueleyasay
ueUeAB[ad
ISEIUISII]

%LlS

%95

%S5

%etS

%tS

%EE'TS

%

upessesg
ng Ueyeyasay
ueuelefad
I8BIUISII

6T0T

8c0¢

L20T

920¢

geoe

WVHDOHd

HYMYT
DNNDONVNHA
ISNV.LSNI

LHOAVL

+T0e
AVSVd
V.vd

NVIMLVS

NVINAN

ISHY
VNVONHY

JOLVMIANI

ON




o) aga
eiudd BILapUa

o4 ueueFueUd ]
UEP UBNWIUI]
06 011 0€1 0S1 0LI %6810 uednye)
SMINIA [o5) TepuElg rensas
uBjBYIsSIYUBUE
. Kepaduexiedepuapy
(]
gL
o0t ES) Ednpia]
S68'1 880°T 1+E'T 669'C €TI'E 1.9°1T Fuei(Q Isejuasiad
Anpnpuad
000" 113d(1dV
JaouapoupaseIeg
Hynpnpuad b renu
0001 uy /eLrerep
< 1< < 1< [< f%1L'E uerpe(ay exduy
UB]BMEII]
1edepuapy
%001 %001 %001 %001 %86 %b L6 b Aning 1z1pH
elreg uednye)
(n/adg)
ySramiapun
%1°'0Z | %9'0Z %112 %9°'1T | %l1'TT %6' T % BjI[Bg 9SBIUISII]
i (a.L/ad) 3unsem
%E‘6 %S°‘6 %86 %001 | %E€°01 %S €1 BjI[BY ISBJUISII]
SIINIA (n/al) funumsg
%Z'8C | %Z'0E %S'TE %S'EE | %6'vE %2 'SE dueip Bjled IsBjuas.iad
6T0T 8207 LTOT 9z0T ST0T
¥OT ISHV
gvmvr AVSvVa NVNLVS NVHNMN JOLVIIANI | ON
WVDO0d DNNDONVNAd LAOUVL VIVA VNVONTA

ISNV.LSNI




WMd %08 2,08 %08 %08 %08 G uByeIN[3Y /esag Zd
uednyes
fo)deqdua]
% Tese(] Isesiunu| zd
%08 %08 208 %08 %08 9S8 IBBIUISII
o)
IBI(] E]llIapUad
%, uBuBiUBUI
uep UBNWIUIg 7d
0z'0 cz'0 0g£'0 cg'o 0+°0 19+'0 ISEUISIa
Anpnpuad
%E 000001
z0000 Jad
snsey I SISELIE[I] I{eduad
€T SNSEY £7 | Suaeaald ISUI[BADI] zd
unye unye jynpnpuad
1/snsey | 1/snsey I 00001 1adeisny zd
01 01 SNSBY § | SUIBAII] ISUI[BAII
" () SAIV/AIH
%SE0 | %0t'0 %St‘0 %080 | %SS‘0 %000 o ISua[BAd Zd
fee)repuels
TBNSag UBIBYISIY
LT TN TR
% ueyjedepuap
ATH 1S3aJuLIa ], Zd
snsey snsey SNSEY| sSnsey %65'CE oqI1sIy] ueduap
1] g1 snsey 07 sz 0g SuriQ IseluISIA
6207 8T0T LTOT 9z0T szoT P
HYMVr AVSVa NVNLVS NVANMN e JOLVHIANI | ON
WVADOd DONNDONVNA LADAV.L Vivad YHNOnER

ISNV.LSNI




%001

%001

%001

%001

%8 'tE

%L'0E

%

[o5) rEpUElS rensag
UBJRLISIYUBUER
Aepaqueiedepuapy

Bued
Wda BllIapuad
ISBIUISII

%001

%001

%001

%001

%L'86

%%t L6

%

%) Tepuelg rensag
uBjRYISIY
ueuBAe[Rd

ueyiedepuapy
Fued isuajsadiy
BlLIapuad
ISBIUISII

%06

%06

%06

%06

%9S‘ES

Yo

foo) €1 BILIIpUA]
ueuefuBUa
UEDP UBNIIU]

uednye)

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%o

(o) urer vz
>tuedueli( duey
UBYBRIN[=Y /fesac]

iplagm™)
Bsely

reng

uerpelay

ISBIUISI

fea) (12N)

UO[ BZIUN W]
PIIYD [esaaarup

62028

8T0T

L&

9¢0¢

seoT

WVADOd

HVmvr
DNNOONVNE
ISNV.LSNI

LHOAV.L

teoe
AVSVd
Y.vd

NVILVS

NVANMN

ISHY
VNVONHH

HOLVMIANI

ON




SHMNIA

%

ueduap

sewsasng
ISBIUISII]

[94) UBTRYISIY
ueueAe[ad
UEN LI W
Sapsayso
d/sapurjod /msnd
ISBIUISII]

SdMTEd

%001

%001

%001

%001

%001

%001

fealisenpanieia ],
SEWSINSN]
ISBIUISII]

SHAMTHEd

%001

%001

%001

%001

%001

%001

Yo

[o5) sEWSINS N
I
UBBUIBIDY
SSEIUISIad

SAMTHd

001

%L9

%l9

.G\.ﬂ

o)
ISBNPan{ea ], ID7eS
YBLWINY ISBIUISII]

SdNTad

nun

Hnpnpuad
000°001 1ad 1n{ES
Yewny oIsey

SaMTAd

%001

%001

%001

%001

%001

%001

%o

(o5) TepuUERlS TENSIS
uBlByISIYUBUE
Aepaquexjedepuapy

Fuel
Telag
DA ISBIUISIA

6T0T

8TOT

LT0T

9¢0¢

seoz

WVHDOHd

HYMVT
DNNDONVNHL
ISNV.LSNI

LADAVL

+e0e
AVSYd
Y.vd

NVLVS

NYANAN

ISV
VYNVONHEH

HO.LVHMIANI

ON




%001

%001

%001

%001

%001

%001

%

[ [9497 Jeanreq]
1EMED) UBUBAB[I{

uednye)

SHMTHA

%08

%SL

%S9

ﬂ_..\ﬂ

[o0) TepuElg rensag
ueleyasay
Burunyg
ueyjedepuap
unyep, 65-S1 s
Fueip IseIUISII]

%001

%001

%001

%001

%001

%€t 06

%o

folrepuels
[ENs2g UBjeyasay
uBuBABR]
ueyledepuap
Fued meseq
UeHIpIpu=d BIsn
HEUY I8BJUISID]

SYINSHN

WHd 01

W¥d 01

WHd 01

W3d 01

%

folrepuelg
[ENSIg UBIEYISIY
1By ueeopREUA]
ueueied
yedepuam
SBWSINSN]
ISBIUISIad

sa¥Tad

%001

%0L

[o6) Tepuelg
IBTISIS [BISUISH
uIsyep uep
1B UBBIPISIAIY

6202

BTOT

LT0T

920¢

seoT

WVHDOHd

avmyr

DNNDONVNHL

ISNV.ISNI

LADHV.L

reoe
dvYsvd
v.ivd

NVLVS

NVANMN

ISHV
VNVONHA

HOLVMIANI

ON




Yo

(o)

Jeredg IynuItapy
Fued veueye
uee[ojaduad
jedwa], vednye)

SVIWSHEM

%

GARLA LTS
ynuawap Sued
wnup
jedwa ],
-jedwa |, vedne)

Lb'S8

1's8

£S't8

ST'v8

11'v8

%t8

%

(%) reuoisen
uBjBYasIy
uBUIWEP
B1I9s3d 1peluaw
Fued ynpnpuad
ISBIUISII

SHNTHd

%

dnpry
uederey eqduy

WMd

%001

%001

%001

%001

%001

%001

%o

(o) urisIN
1BeqRIBASBN
uatsed wexnnyg
UBJBYISIY
UBURAR[Rd
uedniyeD

SENTAd

[oo) (S¥) uerByasay
BUBIES UBNLI2GI(]
stueH dued

6T0T

820

L20T

9¢0¢

geoe

WVADO0Hd

g¥Ymvr

DNNDONVNId

ISNV.LSNI

LADAEVL

reoz
AVSvYd
V.LvVd

NVNLVS

NVANAN

ISMV
VNVONHY

AOLVMIANI

ON




SHMNIA

SE00°0

o1sEy

jnpnpuad
000°00112d
JEMEID] OISEY

11000

oEey

Ainpnpuad
000001
Jad uepig orsey

00000

osey

Anpnpuag
000001  Jad
130 12130 o1sey

Z000'0

o1sey

Hnpnpuad
000001
Iad wnun

13130 oIsEy

10000

orsey

{npnpuad
0007001
Jad siersadg

1a1o( oIsey

MNJS sejeny
uep yerunf
eAujeqiuruaw

bimas) werey
FSIMEISNIUTEW
edeq Rqung

seysedeyu
exyjeysuruap

£l

%0t

%S

201

Yo

%S

%0

[euolsIpes],
uejeqoduag
ISES[[eIS0g
neje
fuep
ISEN0ADY
UBYEBUBSY B[
SEWSINEN]
ISBJUISII

Mas

620¢

8¢0C

L20¢

9z0¢

cToT

WVHDOHd

gVmvr
DNNDONVNId
ISNV.LSNI

LADAVL

+a0e
dvsvd
V.ivd

NVILVS

NVHNAN

ISHV
VNVONHY

H0OLVYMIANI

ON




0000°0

o1Sey

yis14 uerdesalay
Bdeua ] o1sey

osey

Anpnpuad
000001
Jad eAuureq
BYIpaworg yiuya ]
gdeua] osey

£000°0

orsey

Anpnpusd
0007001
Jad wnuojeIoqe]
gdeua], osey

£000°0

osey

Anpnpuad
0007001
Jad ueisBULIE]OY
gBeua] osey

8L
1000'0

orsey

ynpnpuadg
0007001
J1ad yexeredsen
uBlRYaSIY
Bieua ], o1sEy

1000°0

orsey

Anpnpuad
0007001
Jad ueBunx3ur]
uEleyasay
efeua ] o1sey

0000

o1sEy

Anpnpuad
000001  Iod
1z Bfeua], osey

6208

B8T0T

LTOT

920

czoe

WVHDOd

gavmvr
DNNOONVNEd
ISNV.LSNI

LHOHV.L

reoe
AVSVd
v.ivd

NVLVS

NVANMN

ISMY
VNVONHTA

JOLVMIANI

ON




%

(elimry ederg
esac] uednyen

%

fealimyy npuigsod
IEBIUISII]

S8

S8

eS8

%S8

S8

%Lt'86

%

feolimy npueisod
SSEJUISIIg

uwejeyasay
duepiq

1P 1e3RRASEW

ueeAepiaquiad

SEJIEN
eAuyeyFuiuap

uBlBYIsIN
duepiq 1p
jeqeredsewu
eedepiaquiad
5e

nreny
u

ejeauIua N

14}

E¥S°1

Juein

ueinlue]
ueyipipuad eferg
uenjueq ewauad
uBjRyYISIY
efeua) yequnp

%0€

.u\..n_

{o) TEpUE]S TENSIS
ueley2say edeua)
stual ueduap
sewsaysnd
28BJUISID]

00000

OISEY

Anpnpusad
0000071 J2d s1papy
UBISTUNIUH I3
edeua ], oisey

}npnpuad
000001 1ad

620

8TOT

LT0T

9¢0T

=T

WVADOHd

HYMvr
DONNOONVNH
ISNV.LSNI

LHOYEVL

¥e0T
qJvsvad
V.Iva

NVILVS

NVANinN

ISHY
YNYONHY

HOLVMIANI

ON




eped

yereduaw Juel
sejfeniaq
In/as uep ‘erelas
(NdV) rwnp ‘ederq ndundip
2% redisnreg eysuy edue) Jesep
uep Hdy) resey ueypipuad
1sedisnaed exduy uep ye[oxyas
isedisnaed
exdue
08‘0L | 00'0L 00°'SL 00'08 | 00'96 +S'66 eAueyBuruay
yexereisep
YnngRs ya10
nexduelia],
uep
% SENEN13g
uIp eisn yeue duel
uexqrpipuad UBHIPIpUId
0dd anvd idv) resex 1sedisnaied ueueAB[3JU
06'66 | 08'66 0L'66 00'66 | 0S'66 9t'66 isedisnred exduy | edujexduiusp | expexduiusp | S
o) WELS
% ueyeuesyeRN
BSa(] 2SElUIS I3
f25) sEULIDD
UBBUIq I3
%001 %001 %001 | %001 %001 % redepuapy
UE]BWEISY
FSBJUISIS]
6207 870C LTOT 9z0T STOT
s ISMV
avmvr AvVsSva NVNLVS NVANMN VNVINTN JOLVAIANI | ON
WVHDO0Md DNNOONVNAL LADAVL vivd

ISNV.LSNI




dWNE Hreq

a
YR[OH2S 13 ] 9 9 9 9 01 et SE[9Y SUBNI %,
yreq ueungueq
as H{req Istpuoy
Fue
Odd E sefay Fuend o, ueduap ye|oxas
Ye[oxas Iad 1Z 1z 1z 1z {4 {4 eAueNFuTUa W
dNS HIP1p
% eliasad yejoyas
sning exauy
dINS
% HIPIP Bl19s3d sela
Fuenduaw exduy
as Hwpp
% elasad yeoxyss
snind exduy
as yejoyas
% HIp1p Bwasad se[ay snynd exgue
Fuemauam exduy AUUNINUIW
SLIN/ANS
(NdV) rwnp
% isedisnied exduy
uep (Mdv) resey
00'8L | 00'8L 00'e8 0088 | 00'€6 +0'€01 1sedisnaed exsuy
nsage
UEDP UBAI[AI
Sued uerele
equadueredes
6Z0T 8T0T L20T 9z0¢ SzoT
+20Z ISHY
avmvr dVSVA | NVNLVS NVANMN VNVONEY JOLVMICNI | ON
WVIDOUd DNNDONVNE LADHVL vivad

ISNV.LSNI




SI

nun

‘Prel-ppe
yesidiay uequrel
ueduap dWS %

YB[0Yas Jad

Ye[0}as Jad

1oed

JepUE]S [YNUWa
Isejjues
uep uendwsaiad
yesidia) uequrel
ue3uap ds %

%Yo

JEPUER]S 1Y NUIWIILI
1sejues
uep uequre(
ueBuap ANvd %

%o

Hreq
IsTpuoy ueduap
dINS UB[oyag
ereday Suena o

req
Ispuoy ueduap
dNS nIng Fuens o

Fuens

yreq
IsIpuoy ueduap
as yeoxas
ereday Buena
uep nund Suend 94

4

Fuena

as
jreq ueexeisndiad
Fuenua o

6T0T

8TOT

L20T

9¢0¢

ST0T

WVADOd

avmvr

DNNDONVNE

ISNV.LSNI

LHOAVL

reoe
dVSva
Y.Ivd

NVILLVS

NV

Is¥V
VNVONH

AOLVMIANI

ON




P

0 0 0 0 0 0 i Sues gs %
JeUuaqU
uﬂnuﬂmﬁxmﬁtgu
% MId0dvqd ueduap
ueyipipuaduenies
0 0 0 0 0 0 %
. € [ewruiy
<9 09 Ss 0¢ ot ot - JWS ISEIPAIE %
o € rewrury
9¢ zs 8t tt ot L9'0¢ ds ISelpane 9,
BT
ueueiefad
Iepue}s
I NUIWIU UBP
" € [eWUI [BULI0] | Tepewaw Sued
i anNvd 1Selparye % ueyipipuad
0Odd BUBIES
uep Ye[oqas
UREIPISIANIY
cg €¢ 1€ 67 LE ¥1'sT eAujeyuiuap
qreq
I I 1 I i 1s1puoy ueduap
=dNS | =dWS | 1=dNS | =dNS | =dNS [ =dNS WnHOoIBI0qE]
YB[03as 1ad I=ds | 1=08 I=ds =S | 1=d8 I=ds duena o
JEPUR]S [YNUIIW
ISBJIUES
uep uendwaiad
6202 820C LTOT 9z0T STOT
+Z0T [SHV
VMV AVSVa NVNLVS NVANMN Pl JOLVMIONI | ON
WYADO0¥d ONNDONVNE LADAVL viva

ISNV.LSNI




%

uejnfueayiaq
uep ueeselquiad
mne(aw lapyerey
uexyipipuad
urerdoxd
ueyBUBSYE[IW
Bued s o

%

[eme

se[ay HIpIp vlosad

epeday 1selawnu
uep [seln|
uendureuiay

UIWSISSE
ueynyePu
ndurew
Bued (1 nund o

001

001

001

001

001

%o

ueyipipuaday
efeu
uep yipipuad
ueelawad
elas ueyedwauad
‘UBBUBIUMI]

yiprpuad efeus)
UEBIpasialay
BAUIEYBUTUIN

001

001

001

001

%o

MEANY Funynpuad
jexuerad
oo

dued JWs yequnp

MEANV Sunynpuad
yeyBuesad

6208

8TOT

L80T

9¢0¢

Szoc

WYADO

qavymvr

DNNDONVNIHL

ISNV.LSNI

LADAVL

+20e
dvsvd
V.ivd

NVILVS

NVNHN

ISHV
VNVONHY

HOLVAIANI

ON




%o

Burdjng
odaz uresdoad
UBYBUESHB[aW
Bued ueqipipuad
uenjes o

Yo

BABpnq uep
da)erey refru-refiu
uefuequafuad
mpe[aw
Heue yeuwes
yejoyas wesdosd
UeyBUBSYB[IW
Fued WS %

Y%

efepnq uep
daneley refu-rejiu
ueuequaduad
mye[au
HEUR Bl
yeoyas uresdod

UEBEUBSHE[2
Fued qs %

%

ueinfueaniag
uep ueeselquiad
mre[zw
Jjerey ueyiprpuad
wresdoad
UBYBRUBSYE[IW
Fued JNS 2%

60T

8202

LT0T

9z0¢

S0

WVADOHd

gvmyr
DNNDONVNHA
ISNV.LSNI

LIOAVL

+Z0T
AVSYd
V.1.va

NVILLVS

NVNHN

1S3V
VYNVONHA

JO.LVMIANI

ON




uzjadwoniaq

/ Huuapeye Suek
+a/1s ISEqIIENY
o [BWIUIW (11Vd ynuawaw Juel E_ﬁ_ﬁﬁ
o,
TR NS % NMHVMHHH wep yiprpuad
Odd St £t 1t 6€ LE 01°‘SE : ueqpninasw | L1
Yyepual
SB[aY ye|oyas
jeue eped
[EME SB[ eAusnsnuyy
e i emsis.releraq
Hipip euasad uendureuray GER
% SEIENHU
JESEp [SEIIWNU Bllas S —
uep 1SB1)1] ueylRWEp .
UBSBIUNIIY 9% Fuek
uexiprpuad
Lrep uesnnjay
00'0L 00°'S9 ce'zs [8'EP TT'LE EL'ST BAujBySuTUI W 91
isnpyul ueyipipuad
eSS werdord
&9 £9 29 09 8G = dNS % ueyeUuBsSyE[21
=dNS | =dNS | =dWNS | =dWS | =dNS 60°€S Fued uexyiprpuad
£€9=0S | 19=0d5 | 65=ds | L5=05 | S5=08 = (IS UBMIES 0
co'zs <908 S9'8L S9'9L ueqiprpuad
98 ] = NS =dNS = dNS = dNS % uenjes Ip opuad
=dNS = dNS 1L'9L [L'vL 1L2L 1L'0L uenpesy uep
08=dS | 8L =08 =ds ={ds = S = JSs UEBIE]ISIH SHapU]
620T 8T0T L20T 90T szToT
+a0T ISHV
gVymvr dvsva NVNLVS NVANMN VNVONTN AOLVMIONI | ON
WVHOD0Hd DNNDONVYNAL LHDHVL Vivd

ISNV.LSNI




Odd

%

[enIsyajuoy
[eNsip 323 uou
nynq uep iseynde
ueyFuequaiuai
ndureur
Fued nund o

a \.ﬂ

uerelepaquad
werep
[eN8ip 1dojousa
ueyeundFuaw
ndurew
fued nund o

(44

0g

BI

o1

L4}

%

dns Buefual
TENTLIaS1aq
nng og

91

1

cl

01

as Suefual

eqghRIIsiaq
uns o

L1

Pl

11

U\.ﬂ

anvd suefusf
1ENYIIasIaq
rund eg

001

66

09'86

+al/is
[ewnury JWNS
nand 1Iseyyieny o,

66

86

L6

0Z'96

+a/1s
reunuiy ds
nuns sexqyeny %

80T

LT0T

9z0¢

seoe

WVADO0Hd

qgvmvr
DNNODNVNH
ISNV.LSNI

LIOAVL

20T
dVsva
viva

NYNLVS

NVANHN

IsMV
VNVONHH

JOLVHIANI

ON




ueepnwaday yepun| ‘UeBUIqUIaJU
I 1 1 I I 1 bt wesiuedip yequnpe | edujeySuiuap | ereqSuluap | 61
(eresye eing
0dd yepn) jnuny Jesperedsew
. jny -y refeaq
D - mnw_ﬂ._ .“E:MM& A
yeqwn( eieyduiuan
0 uBylBy3uiuapy 81
Hreq
% elauny ueduap
0 dINS ereday %
" req
“ elioury weBuap
0 as ereday %
jamgp
%% snjejs weduap
0 dINS ereday 9,
L
o snjels ueduap
0 as ereday %
61
-dIA0D dtwapued
BSEU BUWE[IS
uerelejaquiad
gunynpuad
1edeqas
620T 8T0¢ LTOT 9z0T czoT
ra0e 1SV
avmvr dvsva NVNLVS NVANHN VNVONTA HOLVMIAONI | ON
WVID0Hd DNNDONVNEL LAHDHEVL Y.ivd

ISNY.LSNI




S1od jooyag o, sa05)
nnyrfusw Jued [e1sog el1ayad
SOSNIA 0 0 0 0 0 0 yejoxas yejoyas yepung UEIeI3ay
0 0 0 0 0 0 efequid] | [9POW YB[OHAS YIr
ueyrpipuad
Fuelual
Heuy denas 1p
yewrey Jued yeuy | VIS uexeligay (vas)
yewey Ye[oyas ueeuesyepd | yeuy yeurey
1 0 0 % ISBILUISII] ISEII[ISEY yejoxas | 0
BIPasIA] egesye|o
. Fued eBeryeo rueIeseld UBEp
\m pueseseld uep eueses yequnl
0 0 0 0 0 0 BUBJIES Ueun eiujeyduruap
ueyereFuaasIp eferyefo
Fued eBeiyeo ueeteduajaiuad
Ueyersay UaureuIny uejerday
dueqed yepunp edujeyduruap
L L4 ¥ L L ¥
epnuwad
uep efeiyejo
duepiq
ueefequiajay
epnuad EJIasU
1sesiuesio eduequaiuag
6T0T 8T0¢ LTOT 9z0c cooe
+Z0T ISV
HVMVT avsvda NVNLVS NVANMN — JOLWVMIONI | ON
WVIDOd ONNDONVNEd LADNVL V.V RN

ISNV.LSNI




vYedd

ueselayay edue)
ueyRIN[EY /esap
ueyFuBURIUIW
Buel
uBYEIN[Y /BSIp
yepun

ueynepd

yusod urdisip

Sueua ynep
yeal Fued jereg
equng uajedngey

uauInyog

yeue
ueSunpuipiad
ueeredduajaiuad
18eq N9 apoy
ueyjIqiauaul jereg
equing uayedngey

yeue depeyran
UBSEIIIY

ISUB[aAI]

sejopdsya
uep Ueselaqay
ueI0y Yyeue
ueuedueuad
uep
ueyedaouad
ISEJISE

yeue

1sejjojdsya
uep
UBSEIIHIY
ueqioy
yeue 1Feq
ueuelepd | 17

Fnjun (S1Od/
6202 870T LTOT 9z0T STOT
+Z0T ISV
aVmMvr AVSYA NVN.LYS NVANHNN VNVONTY AOLVMIAONI | ON
WVHDO0¥Nd ONNDONVNAd LADUV.L v.ivad

ISNV.LSNI




isejopdsya

UEBp UBSEIINIY
nyepad wep
ueqJoy yeue [deq
ueuede] JEpUE}S
Piwaw yereg
I 1 1 1 I 1 uawnyo(] | equng uajedngey
uesEBIaNIY
seydsya uep uBqI0Y Heue
UBSEIINY UBQIOH ueuedueuad
ueuede| edequua| weueie]
W jereq edequal
vdd'dldn 1 1 ! 1 ! I efeque | equng uatednqey | 18eq ueyneRd
UBSEIINIYy
V.M yedaouaw ueyedaouad
wepep dg redeqas urefep
vd Pinuaw jered | Jg redeqas vd
61 61 61 Sueip | equng uajednge)y | [Seq ueyneEd
uergjueauad uep
UBSBIINIY UBQIOY
yeue ueueie|
Hniun fepewat
Fued (urop)
vueleseld /[BUBIES
uep
WJS Ueerpasialey
reAunduow jereg
1 1 1 Was | equns uaredngey
6T0T 820T LTOT 9z0Z cToT
+ZTOT ISV
avmve dAVSVA | NVNILVS NVANMIN S JOLVMIONI | ON
WYHDOd DNNDDONYNHL LHOHEVL Y.1vd

ISNV.LSNI




eduran
BUBIUIE

dry sesiesog

adgdd/S0OSNIA

yeoyas
<
©Sap ¢

B[0¥3S

g
BSIp §

ye[0Nas

BS3p ©

ye[oyas

g
©sap ¢

®sap 01

ye[oNas
o1

»

ISEYNIPa
Fueua) yeue
HNSBULIY] UBnjueq
uenaquad
1sejiseyIp Jued
Fuelo yepun

addd

Bsa(

euedUg Bielg
Bsag yeqwnp

BUBIUI
ynadue)
BSap ISEJI[ISE

auelpn

NN™
i 1seliqeyal
sellise]
1P IsEjIqeyad
ue¥jedepuaw
Fued eqoyIEU
npuesad neje /uep
uerundyereivad
yeue yequng

BOOHJEU
1eqra)
fuel yeue
BPE HBpLL

SOSNIa
‘SHMNIA
‘vedd aMezd

[B1S0s ISEJIqeyal
rereq eped
[ers0s [sBlIqeyaul
ueyledepuawm
Fued
Fued Jeue yZdvN
ueeundyereiuad
ueqIOy

VZdWN U
eeundyereduad
ueQI0y eue
[3eq ueuelepad
ISEJIISE]

SAIV/AIH
IS}JULIA)
uep VZdvN
‘erdoutod
uUBQI0Y
Heue [deq
ueuefepad

(14

seue eliayad
ueBunpurad

6202

8T0T

LTOT

9z0Z

czoT

WVADO0¥Hd

HVmvr
DNNOONVNHEd
ISNV.LSNI

LAOAVL

+Z02
dvsvd
Vivd

NVILYS

NVHNAN

ISMY
VNVONHTH

HO.LVMIONI

ON




IsEl0BDE [3a]B1)8
czog unyel ISEpUIWON L
Ip IsesIfeuy BlIa8 Wil
(unye; ueyeqriad oxisal
c) BUBIUIgH UBp UBUEBIUI2Y wiHr
o1y uerfe IseuLiojul uep UBUBYEIIN
uawIN}o(] ! 0 uaWny{o( | BIEp BAUBIPISIS] ueyeyduIuad
[e1s0s HIguoy
UBp BUBIUIG
werep yeue
ueFunpuipad
ueyeliqay JRITIED ISENYIS
ueeuesyeRd werep yeue
ISBUIPIO0Y ueSunpurpad
0 0 0 uejerda Woj yejunpe ISEJ[ISE]
nye rersosoyisd
edeual epe uBUBAE|
NEPH BUIEY ueyledepuaw
EpE epn gued (Buniegd
ersosoxisd snsey unnd /uereyeqay)
uBUBAR] epe yeqisnu ueqlox
ne[ey sosued wnRg z9 10 {eue yequnp
SOSNIA
wey BUBIUE UEp
yeue uedunpurpad
620T 820T LT0T 9z0¢ STOT 707
dVAMVE AVSVA | NVNLVS VNN il AOLVMIONI | ON
WVHD0d HNNDONVNE LADAVL VVa VNVONIA
ISNV.LSNI




Fuepueiuad

yeue 1deq
BUIEINIA) ‘STISNUH
uByningayiaq
yeue
ueBunpuriad
Fueyuay yygqnd
BIpaW IN[e[@w
(A1) 1sexnpd
UEp ISBULIOJU]
ISE{IUNWoY
0 BIPIW BIpaW yequne
nsnyy
uByningay vedd
yeue yniun
uexefiqay ISB[0S1I) ISB[0SLIa)
[SE)IISEjmatm uep sejLour UEp SEILIOUIU ISE[0SLIJ)
ymun jodmoray yodwoay uep SEILIoUT
euresefiay ‘sejmqestp ‘sejIqesIp Hodwofay
2y yiqa| ueyeliqay fuepueiuad ‘seliqesip
rdey wnaoj ueeuesye[ad ¥eue Fuepueiuad
ueyniuaquiad ISEUIPI00Y uedunpuipad yeur 1@eq
EpE HepLL SOSNIA/vVsdd 0 0 0 0 0 0 wniog wnioj yejung ISBIIISE,] weuelead | €7
Wt
uBUBYEB1a{Ia]
0 0 esap BsSop yeunp
yeraep
wifH weyeqniad
6207 8T0T LTOT 9z0T STOT
+20e
avmve uVSVA | NVNLVS NVANNN bt MOLVMIONI | ON
VDO HNNOONVNA LADAYL viva VNVONT

ISNV.LSNI




yeuy el1axad

BULIOU ueSunpuiaad
uedejauaw BULION
ue Suei ueeyesniad uedesauad
0 0 0 0 0 0 BUESTISd yejunpe UBESHUIUWS
Heuy
HeH ISUIAUOY
TENSas BAUNEY yeue
-¥ey dunpuipal el1ayad snsey
0 0 0 0 0 0 snsey | Sued yeueeloyad | ueuedueuad
yeiaeq
yejuLawad (NMI)
eurein elaury
101ENIpUT Wrefep 3%
sreue el1axad nsi
ueqiserdajuduaw yeue
yeue el1axad yera) yered el1axad nst
Bpe YepLL 0 0 0 0 0 0 wowmsioq | equing usedngey | ueisesSo uBUId
seue el1ayad
SBQa( BUOZ
ueyIUBUBIUIW yeue eliaxad
ued Jereg seQaq BUozZ
| 1 | 0 0 0 ueuesuad | equng uajedngey uefuBUBIUI]
snsey uawaleusw
ynep ye=l
uBUBAE] NUN WAS
DIl Jereg
£ € £ £ 1 1 Was | equng uajedngey
620T 820T LTOT 9z0¢ szoT $Z0Z
avmve MVSVA | NVNLVS NVIIN g NOLVMIGNI | ON
WVADOUd DNNOONVNEd LADAUVL viva VNVONZA

ISNV.LSNI




ereFduafaiuad Suek
vedda p 1p HEV ¥miun Sda efequa| Heue SNSeH
I9[aYS YBWnyg SOSNIA/Vedd I 1 1 1 1 efequa] | uep §Y1 yewnp ueerpaAuad ueresa[aiuad | €7
BUIQIP }nIun
ynfunup
fued nued WSd Heue
Ip WSd Yeue BLIIS [BLI0JHD)
BIBJUIWIS uEp SEJLIoUI (wsd)
Fundureuaw yodwojay yeue Fueduniuay
Hnjun ueSunpurzad [esos
uexeliga ueyeliqa nye[Lad
LI W2t ueeuesyed Sd yeue ueduap
BAUEY WNIOJ ISBUIPI00Y ueBunpuypad yeue [Feq
EpE qepllL 0 0 WINIO.] wnioj yejwnpe ISEIIISE,] ueuesepd | v
sNsSNyy
uBYnINgaNiaq
yeue
uedunpurjad
ueuedueuad
1q1s Bseyeq ueypepd
ueynepd ueyjedepuaw
‘ueynse Fued ueuele]
nued id I 1 1 1 1 ! efequiay | edequdl yeqwnp
ISB[0SLIZ)
uEep SEJLIOUTW
S0SUI(] soduwolay
‘SeIqesip
6707 870T LTOT 9z0T ST0T
i ISV
gYMVIE Avsvad NVNLVS NVANMN VNVONT JOLVMIANI | ON
WVADOd DNNDONVNH LADAV.L vivd

ISNV.LSNI




_u LYy VEINNS ILvdndg

(1oafosd
1oqid) TewTuTiy
ueueiB[ad
JEPUE]S [ENSIS
uersijoday (Mda)

snsnyy weueielad ¥EUE JBlUel
Bueny ueusdie| IniYnasegul
uesioday iuam Fuel ueerpaduad
P Vdd WU ! I I ! I I ISENOT] ISeyo] yepunp ISENIISE]
HaV
vedd HdV selsedey ueuedueuad
1 1 HAY uejeyduiuad IseElNSed
SOSNIO (neperad
HAV snsnyy)
Anjun [ersog 1812l
uesunpuipad Ineaw
Yewny uep (HEV) wn}ny
yereg (831d7) reisos ueguap
equng uajednqey | ueelajyelasay uedepeylaq
6208 80T LTOET 9z 0T 2t it +202
HYMVr HVsVad NVNLVS NVANHN i d0OLVMIANI | ON
VDO ONNDONVNEd LADHVL VIV R

ISNV.LSNI




